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PIERATURAN BUPAT! BEKASI

NOMOR 35 TadHuw 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Dengan Rahmal Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI BEKASI,

Wenimbang : bahwa memenuhy keientuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor =
Fiahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 3elarn s
[ wrah Kabupaten Belasl Tahun Anggaran 2013, perlu ditesapian

teruran Bupati  temiang  Penjebaran Perubshan  Anggarss

Ienilapatan dan Belarja Dacrah.

Undang-Undang Nomor 14 Fahun 1950 tentang Pemientukan
Dacrah-Daerah Kobupaten Dalam Linglungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950] sebagaimana telah diubah
dengan  Undang:Undang Nomor 4 Tahun 1968 (fentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarte dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1330
tentang  Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat [Lembaran Negara Republik
[ndanesia Tahun 1988 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2531);

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuarn Lmum
dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 1982 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262! sebagaimana telah diubah beucrapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tanun 2009 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999;

A Undung-Undang Normor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara F’!&pubhk_ Indonesa

TR | S

Tiahun .199.'-" Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
lrilesia Nomor 3686|, schagaiamana telah diubah dengan
Unelimng-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubshan Aras

Uncliing-Undang Momor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
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theimgan Surat Pulesa  (Lembaran Neghra Rﬂr,'.n_u&iik Indanasia
Fubon 2000 Nomer 129, Tumbahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3487 i
Unlhneg-Undang Nomor 258 Tahun 1999 tentang
Penvelenpparaan hogard Yang Bersin dan Bebas dan Korupsi.
Wolusi dan Neputisme |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatin 1909 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ielanesia Nomor 35311

Undan z-Undang Nomor 31 Tahun 1999 teritang Pemberantasan
Tindnk Pidana Korupsi |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomu: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomeor 3334 sebagaimana teiah diubah dengas
Urnidang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peruhahan ALss
Undang-Undang Numor 31 Tahup 1999 teniang Pemberantasan
Tinduk Fidana Korupst Lembaran Negara Republik [ndonesia
Fahun 2001 Nomor 134, Tamnbahan Lembaran Megara Republix
lndonesia Nomor 4 130);

Undanp-Undang Nomor 17 Tghun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran MNegara Republik [ndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambanan Lembaran [Negara Republik Indonesia
Momor 4286);

Undanp-Undang Memer 1 Tahun 2004 tenang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tanun 2004
Nomuor .5, Tambabian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomos 4355)

Undang-Undang Momor 13 Tahun 2004 tentang Pemenxsaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara [Lemmbaran
Megara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 44001

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister
Peroneanaan  Pembangunan Nasional |Lembaran Negara
Republik  Indoncsia Tahum 2004 Nomor L1048, Tayr oahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 44211

Undang-Undang Nomof 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeriniahan Dasran
‘Lembaran Negari Republik Indonesia Tahun 2604 NMomor 125,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438

38 Tahun 2009 tentang Pajak Dasran
Lermbaran Negara RepuBlik Indonesis
=2 mbahan Lembaran Negara Repu bilix

Unetung-Undang Nomar
At Relribust Dacrah
Caliun 2008 Momer 134,
indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lemparan
Megara Republik indonesia Takhun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Hegara Republik Indonesia Nomor 34950

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntaharn
acrali [Lembarin Negara Republik Indunesia Tahun 201=
soinor 244, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Numor 5587} sehugaimana telah diubah beberapa kali-teralar
chengt Undang Undang Mamor 9@ Tahun 2015 tentang
erubsihan Keduo Atas Undang-Undang Nomar 23 Tahun 20014
lentang  Pemerintahan Dasrah |Lembaran Negara Repubilix
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indlanesia Tahum 2015 Nomor 58, Tambahan Lemberan iegara
Republil indones:a Nomor 3679),

Beraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gajl Pegawai Neger Sipil {Leimbaran Negara Republik [ndonesiz
Tahun 1977 Nomor 1!, Tambahan Lembaran MNegard Republik
tndancsia Nomor 1088) sehagaimana telah Leberapakall diuban
rerakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomoar 24 Tahup 2014
lentane Perubahan Yesnambelas Atas Peraturan Pemennial
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawal Negen
Sipil (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 08},

Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 210
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0281,

Pornturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentallg
Keducdukan Protokoler dan Keuangan Fumpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indoncsia  Npmor 4416 sehagaimana  telah
beherapakali diubah teraklur dengan Peraturan Pemerintah
Momoe 21 Tahur 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintain Nomor 24 Tahun 2004  tentang gedudubkan
Protokoler dan  RKeusngan Fuupinan dan  Afggots Dewan
Perwaldlan  Rakvat  Daerah |Lembaran Negara Republiy
indonesia Tahun 2007 Nemor 47 Tambahan Lembaran [Negara
Republiic Indonesia Nomaor 47 12H

Poraluran  Pemcrintah  Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Perpelolaan Ketongan Bardan Layapan Umum [Lembaran
Mepira Repubhi Indotiesia Tahuon 2005 Nemor 48, Tambahan
caanbaran  Neipruw  Republilk indonesia  Nomer 4302
sebigaimana telah divbah dengan Peraturan Pemaorintah Nomor
=4 Tahur 2012 1wntang Perubahan Atas Peraturan Pemerinian
Nomor 23 Tahun 2005 icnlang Pengelolaan Keuangan Eadan
Liyinan Umum (Lembaran Negasa Republik Indonesia Tahun
2112 MNomor 171 Tamabanan Lembarar Negara Repubi
Indlanesia Nomeor 5340},

an Pemerintah Nomer 55 Tahun 2005 tentang
Republik [ndonesia Tahur, 2005
n MNegara Hepublik Indonesiz

Clasa

Pepimbsngan (Lembaran Negara
Mosnar 137, Tambahan Lembara

Monnnr 237 3);

Perut ran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Sisterm
Inforrmasi  Keuansan Daerah (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia MNomor 4576) sebagaimana telah diuban
tlengiin Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003
Wwrinng Sistem Informasi Kewangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  [adenesia Tahus 2010 Nomor 1310, Tambahan
Lembaran Negars Republik lndenesia Nomar 31351,
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. Peraturan Pomeri

Peraturan Pemerintah Nomer 358 Tahun 2005 teniang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesiu Nomor 2578,

ntah Nomor 85 Tahon 2005 tentang Padoman
Pervusunan dan  Pencrapan Standar Pelayanan Mimmal

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nemor 130,

Mambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Norar 4383

Peraluran Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tenitang Kelurahan
iLesrbaran Negars Republik Indoniesia Tehun 2005 Nomar 130
Tamhahan Lembarin Negara Republik [ndonesia Nomor £3881;

Berturan Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2006 lentang Pelzporan
Kewdnpan dan Kinerja [nstans Pomerintan [Lembaran Negara
Reaublik Indonesia Tahun 2006 Homor 7%, Tambahan lembaran
Negora Republik lidanesia Nomer 46144

Popniuran Pemerniah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penvelenggaraan  Pemsrintahan  Daerah kepada Pemerintalh,
Lapuran Keterangan Pertangzungjawaban Kepale Daeran kepada
Bewan Perwakilan Rakvat Daerah, dan Informasi Laporan
%epvelenggaraan  Pemeriniahan Daerah kepada Masyarakat
Lemlsran Negaro Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1%,
T pahs Lembieran Negara Perublik Indonesia Nomor 4533}

B tu an Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urnisan Pemerintolian Antars Pemerintah, Femerintahan Dacrah
Provinst dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota {Lembaran
Neparn Republik [ndonesia Tahur 2007 MNomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik [ndonesia Nomor 4737),

Peratoran Pemerintah Nomeor 39 Tahun 2007 lentang
Penpgelolaan Uang Megara/[Daerah (Lembaran Megara Republik
hidunesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Hegars
Repuhlik Indonesia Nomor 4738

Persturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Crganisas
Peranpkat Dacrah  [Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tuhun 2007 Nomor B4, Tamhahan Lembaran Negara Republix
Lclonesia Nomor 47411,

Pitraturan Pererintahh  Pomer 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dun Tugas Pembantuan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tanun 008 Mormer 20, Tambahan Lemzaran
Nepara Republik Indonesia Nomar 4216}

Peruturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik |Lembaran Negars Republik
[mdonesia Tahun 2009 Nomaor 1%, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4072] sebagaimana telah diubab
dengan Peraturan Pemerintah HNomor 83 Tahun 2012 lentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintali Nomar 5 Tahun 2009
wntang Bantuan Keuangan kepada Partai Pohtlik [Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomar 193, Tambahan
Lembaran Negars Repubiik Indonesia Nomar o [ B
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O Peratran Pomeriitah [

Lk

Perituran Pemerinticy Nomor 16 Tehun 2010 tentang Pedoman
enyusunan- Perniuran Dewan Perwakilan Rakyat Daeran
tentang Tata Tertil Dewan Perwvakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Moegiiyy Republik Indonesis Tahurn 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembiuran Negars Bepublik Indonesia Nomar 5104},

Peraturan Pemerniah Nomer 69 Tabun 2010 tentang Tata Cara
Vembierian dan Pemaniaatan Insentif Pemungutan Pajak Dasran
dan lRetribusi Davrah [Lembaran Negara Mepublik Indones:ia
Takun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran MNegara Repubiik
Inedonesia Nomaor S181)

Piiean. Pemeriniah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Siandar
Aletitansi Pemernintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talian 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inedonesin Nomar SRS

{nemar 30 Tahun 2011 tentang Pinjamant
daeral, [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 281
Mamor 59, Tamhbohan Lembaran MNegara Repuiliz lrdonesia

Nepnor 5219);
Beraluran Pemerintah Momor 2 Tehun 2012 tentang Hiban
Daceal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 5, Tambuban Lembaran Negara Pepublik Indones:a
Nommor S272)

Poruturan  Pemcrintah  Nemeor 27 Tahun 2014  tentang
Penuelolaan Baraog Milik Negara/Daerah (Lembaran Megara
Repuhblik indonesia Tahun £014 Nomar g3, Tambahan Lembaran
Megara Republik [ndonesia Nomor Sodd);

Peraturan Pemenntah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanazn Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 2014
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesia

Nomor 5339];

Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaac
Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana telah beberapakall
dinhab, terakhir dengan Peraturan Dresiden Neomor 4 Tahun
1015 tentang Perubahan {ecmpar Atas Peraturan Fresiden
Neomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Hegars Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 5 Tambahan iemrbaran Negara Republik Indonesia

Momaor 5633];

Peruturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Peclnrnan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagamana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perybshan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Peclorman Pengelolean Keuangan Daerah,

—_

Perituran Mented Dalam Negeri Nomeor 17 Tahun 2007 teniang
Pedmman Tekris Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Perturan Menter Dajam Negeri Nomer 21 Tanun 2007 tentanag
Pengelompukan Kemampuan Keuangan Daerah; Penganggaran
dun Pertanggungiawsban  Penggunaan  Belania Periunjars
Operasional Pimginan Dewan Perwalalan Rakye! Daerah Serta
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CPepatirsn Daerah Kebupaten Bekasi MNomor B

Tuta Cars Penpembialian Tunjangan Komunikas! Intensil dan
Dani Operasionsal

ot Menteei Dalam Negeri Nomer 32 Tahun 2011 entang
Vechiiaig Pemberinn Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
diiri Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
1olaly divhah dengiin Peraturin Menteri Dalam Negeri Nomar 2%
Tihun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter: Jalam
Megeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberial:
tlibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran
Peniapatan dan Belan)a Daerah;

Perniuran Menter: Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 =ntang
Pedoman Perigeloloan Invesiasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Mentert Dalam Neger: Nomor §4 Tahun 20132 tearang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negen MNomor 37 Tahugn 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belana
Diacrah Tahun Anpgaran 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Fenganggaran Dalam APBI,
Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penvaluran, Dan Laporan
Pertungpungiawaban  Penggl. naan Bantuan [Keuangan Partal
Politik (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2C14 Nomer
1744);

Peraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Momer 1 Tahun
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Feuangan Daerah jLembaran
Dacrah Kabupaten Bekas: Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Habupaten Hekasi Momor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemernntahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Dacrah Kabupawn Bekasi Tahun 2008 Nomaor S,

2087

Peraturan Daerah kabupalon Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
lentang  Rencana  Hembangundn Jargka Panjang Daerah
Kubupaten Sekas| (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasl Tanun
2014 Momoer 3);

Pemittiran  Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
teniang Pajak 13icran (Lembaran Daerak Kabupeten Bekasl
Taburn 2011 Bomur 105

Peralusary Daeral Kabupaten Hekasi MNomeor & Tahun 2011
leniang Retribus: [raerah (Lembaran Dasrah Kabupaten Bekas
Tuhun 2011 Nooior &5

Tabup 20 -
wentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupart=s
ek [Lembarnn Daerah Kabupalen Bekasi Tahun 2012
P 81

Perterad Daeral Kabupaten Bekasi Momor 4 Tanun 2013
veninng Peavertion Modal Pemerintah Kabupaten Begasi Pada
Perusihaan Dacran Aie Minum (eDAM| Tirta Bhagasas: Bekas:
| smbaran Daerah Kabupaten Belasi Tahun 2015 Nomor #);



53, Persturan. Deerah Kabupaten Bekast omaor & Tahun 2013
wentang Perubahan Anggararn Pandapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupasten Bekas:

Tehun 2015 Momor 3);

MEMUTUSHKAN :

NG PENJABARAN PERUBAHAN

. PERATURAN BUPATI BEKASI TENTA
BELANJA DAERAH TAHUN

ARCUGARANM PENDAPATAN  DAD
ANGUGARAN 2015

Pasal 1

garun Pendapatan dan Belania Dacrah Tahun Anggaran 2015 semula begumlah
W 356 074 347 613,00 bertambah scjumlah Rp. B39.685.315.60800 sehinged
sndi Rp. 5.196.612.663 291,00 denyan rincian sehagal berixutl

Pencdapatan Daerah
m Semula RBp 3,416 564, 067.413,.00
L Bertembabi/(herkurang)  Ep 443.058.962.009,00
Aainibil selekah Perubehan Rp 4 359,623.029.422.07

Betina Dacrah
S a Semula Rp 1 A56.224 247.613,00

b Bertambah ferkorangl Rp 776,688 315 608,00

Sumbahseielih Perubaban Rp 5.133.512.663.221 04
Ep (773980533 795,00

ssuan o e tisit sefvlnb Perubahn

Vet blonyéan Peueridh

i e rimian
1 Semulo Rp 440.360.280.200,00

21 Wi rtambaby [herkurang) Rp  496.620.353.599.00
Jumlinh setelah Perabahan Rp B836.982.633 e8I

4y Penge it 7

1] et Rp .

i Phertzen b Alaerlurang) Rp Eﬁl"i.UUU._QC'U.DﬂD,D[E
dumliah setelady Perubahan Bp 63,000,000, 000,00

Jumnlab Pemibiayann netoe setelah perubishan Rp 773:989.633.799.00

sy [ohih pemlnayvaan anggaran seteloh pervbahan Ap -

Pasal 2

Penjabaran Porubahan APBD sebapgaimana eimaksud dalam Pasal | dififict j=bik

njiit pada Lampiran Peraturan ini.



Pasal 3

piran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian vang tidak
isahkan dari Peraturan ini,

Paszal 4

turan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

igar setiap orang mengetahiuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekast.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal & Oktober 2015

e
4 gumn BEKASI #

{(3 NENENG HASANAH YASIN



